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GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 700/24/1/2022

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan
fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
dan tata kelola pemerintahan, maka perlu disusun Pedoman
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko,
sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan di
lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
Uandang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang
Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan  Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1045);



t Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kode

15. Peraturan Gubernur Papua Bara t
Urusan Pemerintahan di Daerah dan

Etik Pengawas Penyelenggaraan

Auditor.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU . Pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko pada
Inspektorat Daerah Provinsi papua Barat Tahun 2022.
KEDUA . Program Kerja pada Diktum KESATU didasarkan pada prinsip
keserasian, keterpaduan, menghindari  tumpang tindih dan

pemeriksaan berulang, serta memperhatikan efesiensi dan efektifitas
penggunaan sumber daya, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dokumen Pelaksana
Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun

Anggaran 2022.
KEEMPAT : Keputusan ini

ketentuan bahwa sega
sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata

dalam Keputusan ini.

mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
la sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Salinan yang sah sesuai aslinya,

NIP. 1977p501 200412 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat:
2. Pimpinan Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.



LAMIPRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 700/24/1/2022
TANGGAL 11 JANUARI
TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO TAHUN 2022
Jadwal JUMLAH HP JUMLAH SDM IM Jumlah | " T
No Area Pengawasan Tujuan/Sasaran Ruang Lingkup | Pelaksanaa - WK pL| KT |AT| Py WK DLIKT| AT L |Jumlah Anggaran | Lapora _-..”_mn-_“.-. ﬂ”mm”“. Keterangan
n PJ PJ TIM n
1) ) 3) ) ($) (6) ()] (8) © (10 9 (10) (11)
A |PEMERIKSAAN KINERJA
1 |Program Peningkatan Daya Meyakini program dan kegiatan telah |Dinas Juli IS| 15| 1530 30| 1| 1 1612 581,400,000.00| 10 LHP |Laptop, | Tinggi
Tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan secara ekonomis, efisien, |Kebudayaan dan ATK,
dan efektif Pariwisata Printer
2 |Program Perencanaan dan Meyakini program dan kegiatan telah |Dinas
Pengembangan Industri dilaksanakan secara ekonomis, efisien, |Perindustrian dan
dan efektif Perdagangan
3 |Program Konservasi Sumber Meyakini program dan kegiatan telah |Dinas Kehutanan
Daya Alam Hayati dan dilaksanakan secara ekonomis, efisien,
Ekosistemnya dan efektif
4 |Program Peningkatan Meyakini program dan kegiatan telah |Dinas
Kesempatan Kerja dilaksanakan secara ekonomis, efisien, | Transmigrasi dan
dan efektif Tenaga Kerja
5 |Program Pengelolaan Meyakini program dan kegiatan telah |Badan
Pendapatan Daerah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, |Pendapatan
dan efektif Daerah
6 |Program Pengelolaan Aplikasi  (Meyakini program dan kegiatan telah |Dinas
Informatika dilaksanakan secara ekonomis, efisien, | Komunikasi
dan efektif Informatika
Persandian dan
7 |Program Rehabilitasi Sosial Meyakini program dan kegiatan telah |Dinas Sosial
dilaksanakan secara ekonomis, efisien,
dan efektif
8 |Program Perlindungan dan Meyakini program dan kegiatan telah
Jaminan Sosial dilaksanakan secara ekonomis, efisien,
dan efektif
9 |Program Pemberdayaan Sosial ~|Meyakini program dan kegiatan telah
dilaksanakan secara ekonomis, efisien,
dan efektif
10 {Program Pengelolaan Pendidikan

Meyakini program dan kegiatan telah
dilaksanakan secara ekonomis, efisien,
dan efektif

Program Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Meyakini program dan kegiatan telah
dilaksanakan secara ekonomis, efisien,
dan efektif

Dinas Pendidikan




Jadwal JUMLAH HP JUMLAHSDM _ [JM Jumlah uﬂ:..:. Tiagke
No Area Pengawasan Tujuan/Sasaran Ruang Lingkup 12-__”-_.-: PJ eu.__n DL| KT |AT|PJ WK DL|KT| AT L |Jumlah Anggaran | Lapora 1_.-”..”-.. _ﬂ.m.unmro» Keterangan
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() (2) (€] (C)) ) (6) (@) 8) 9 (10) 9) (10) (11)
12 [Program Penyelenggaraan Jalan |Meyakini program dan kegiatan telah |Dinas PUPR
dilaksanakan secara ekonomis, efisien,
dan efektif
13 |Program Pengelolaan dan Meyakini program dan kegiatan telah
Pengembangan Sistem Drainase |dilaksanakan secara ekonomis, efisien,
dan efektif
14 |Program Pengembangan [klim  |Meyakini program dan kegiatan telah |Dinas Penanaman
Penanaman Modal dilaksanakan secara ekonomis, efisien, |Modal dan
dan efektif Pelayanan
15 |Program Pelayanan Penanaman |Meyakini program dan kegiatan telah |Terpadu Satu
Modal dilaksanakan secara ekonomis, efisien, [pintu
dan efektif
16 |Program Pemenuhan Upaya Meyakini program dan kegiatan telah |Dinas Kesehatan
Kesehatan Perorangan dan dilaksanakan secara ekonomis, efisien,
Upaya Kesehatan Masyarakat dan efektif
17 |Program Pemberdayaan Meyakini program dan kegiatan telah
Masyarakat Bidang Kesehatan  |dilaksanakan secara ekonomis, efisien,
dan efektif
18 |Program Penyelenggaraan Lalua |Meyakini program dan kegiatan telah |Dinas
Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, | Perhubungan
(LLAJ) dan efektif
B. [PEMERIKSAAN REGULER/PEMBINAAN SPJ (RISIKO SEDANG, RENDAH)
1 |Seluruh OPD (TW 2,3) Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan |Program Kegiatan |Juli, Oktober| 7| 7 | 7 (14 {14 | 1 | 1 | 1 | 1| 3 | 24 702,240,000.00 94 |[Laptop, | Sedang,
TA 2022 ATK, Rendah
Printer
Seluruh OPD (TW 4/Post Audit) |Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan |Program Kegiatan| Desember 10| 10 { 10| 21 (21| 1| 1 1|13 ]24 51,900,000.00 47 |Laptop, | Sedang,
TA 2022 ATK, Rendah
Printer
C. |[PEMERIKSAAN BELANJA (RISIKO TINGGI)
| |Biro Administrasi Pelaksanaan |Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan | Program Kegiatan Juli- 10{ 10 {10| 21 [21| 1| 1 1113 ]11 476,520,000.00| 22 LHP |Laptop, | Tinggi
Otsus TA 2022 Desember ATK,
Printer
2 |Biro Kesejahteraan Rakyat
3 |Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
4 |Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
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Dinas Kelautan

Dinas Kehutanan

Dinas Keschatan

Dinas Perhubungan

Sekretariat Dacrah

Dinas Pendidikan

Dinas PUPR

PEMERIKSAAN BELANJA (RISIKO SEDANG)

Biro Layanan Pimpinan

Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan

Program Kegiatan
TA 2022

Juli-
Desember

380,380,000.00

26 LHP

Laptop,
ATK,
Printer

Sedang

Biro Pemerintahan

Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja

Dinas Perindustrian dan
~Uﬂ— d

(=St =)

Dinas Administrasi

dan KB

Kependudukan, Pencatatan Sipil,

Dinas Tanaman Pangan,
Holtikultura dan Perkebunan

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Inspektorat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral

Dinas Koperasi dan UMK

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

12
13

Biro Umum

Dinas Sosial

14

Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja

15

BPKAD

Badan Pendapatan Daerah

17

DPMPTSP

18

Lingkungan Hidup dan

Pertanah

Ketah Pangan
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20 |Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
21 |Kearsipan dan Perpustakaan
22 |BPSDM
23 |Penghubung
24 |Biro Perckonomian
25 |Biro Pengadaan Barang/jasa
26 |Biro Hukum
C |PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)
1 |OPD Provinsi PB Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan |Program Kegiatan 71717114 (141]1 11| 3128 744,800,000.00) 28 |Laptop, | Rendah
TA 2022 ATK,
Printer
D |[PEMERIKSAAN KEPEGAWAIAN
I |Seluruh OPD Menilai ketaatan disiplin pegawai Daftar hadir Januari, 7177|114 (14]1] 1 1{1] 3|24 731,500,000.00 94 [Laptop, | Rendah
terhadap peraturan perundang- pegawai periode Agustus ATK,
undangan 2021, dan Printer
semester 1 2022
E |REVIU LKPD
1 (Pemerintah Provinsi Papua Barat [Menilai Kesesuaian LKPD terhadap |Laporan Februari- |15| 15 | 15|30 |30| 1| 1 11152 188,100,000.00 | 1 LHP |Laptop, | Tinggi | Reviu LK
SAP dan Peraturan Lain Keuangan Maret ATK, OPD dan
Pemerintah Printer Reviu LKPD
Provinsi Papua
Barat Tahun 2021
F_|REVIU RKPD
1 |Pemerintah Provinsi Papua Barat|Memperoleh keyakinan terbatas atas |RKPD April IS| 1S 15(30 (301 | 1 |1 |1}|12]1 82,650,000.00 | 1 LHP |Laptop, | Sedang
RKPD 2023 yang disusun telah sesuai |Pemerintah ATK,
dengan Peraturan Perundang- Provinsi Papua Printer
undangan yang berlaku Barat Tahun 2023
G _|EVALUASI SPIP




RAIRILLE

o _ Jadwal JUMLAH HP JUMLAHSDM | UM Jumtab | ngkat
Ne Arca Pengawasan TujuanSasaran Ruang | ingkup | Pelaksanaa 1.;52 - Tn,_. AT v2 ‘.ZT._ krlat |LE Jumlah Anggaran | Lapora [ o b ko Keterangan
i n PJ B PJ ’ ™ n
) i () 4) (5 (6) (7) (8) (9) (10) (9) (10) (1)
V| Schuruh OFD Wemberhan kevakman kepada Penvelenggaraan Juh 7 _ 7 T4 1 1 | 3 16 234,080,000 00 | 17 LHE |Laptop. Sedang
'pemanghu kepentingan lain bahwa SPIP Instans | ATK,
Iperclenggaraan SPIP telab cukup Pemerintah I Printer
memadn dalam mencapar fujuan * |
vang dharaphan melalin kegiatan _
vang cfeknf dan cfisien. _ |
nengamanan aset negara dan ketaatan |
1erhadan peraturan ‘ _
perundangundangan
Sciguk OPD (kompiles 15015 115130 {30 1 1 1 | R 1
H RIVIT RRA
e BT RAA Poubmhar  Miomneroich kevakman terbatas atas  [RKA-P OPD TA Agustus 1S 18|15 30 |30 1 1 | 1 12 ! 82.630.000.00 | | LHP |Laptop. Tinggi
2 B 87 OPD Tahun 2022 telah sesuan {2022 ATK,
dengar Poraturan Perundang- Printer
undangar »ung berlaku m
e Micmmncroich kevakonan terbatas atas |RKA OPD TA Oktober 30130 13030 130 1| v 1| v [ 119.700.000 00 | | LHP |Laptop. | Tinggi
#ht OFD Tahen 2023 telah sesum 12023 _ﬁ ATK.
acmgur Permturan Perundang- _ Printer
unaanger vang berlaku {
: |
U RE ML ]%Ja.-‘.'"l ANCG AkAN DAN PRI
Scrs OPT et kevakinan terbatas Laporan Realisasi | April. Juli, .; 717 | 14 EEBEEEE T2 1304480000001 192 [Laptop. | Sedang
abws pelsksanaan pongadaan barang | Anggaran dan | Oktober. . _ ‘ . ! _ JATK,
e wisk Sceum persturan | Pclaksanasn _ Desember | | | i | _ | | printer
|Barang Jasa | LD , , ,
B o | Tahun 2022 | N | ! f |
— _ | T 1T ] u T I
4 RIVIL DAk e
Dwr Pk ome Gz Viombe i kovibinge b Laporen Realisass | Apnil Jul | TIT T Tl 3 5 26334000000 | 18 Laptop. Tingg
Poumse wax mengens kendmes den kesteahan | Penvorspan Dans | Okobor | - ATK,
iaporan rosines potvaerzpas dane dan C apuan | { prnter
Capmue oupw kegustae DAL Ptk Ouapust DAK o | . _
sosua Songar howmtoar ang borighy T | | ! | l !
I Dma Pendstuoas - ) - —1 1T T T T 7T
© e Lnghunge ydup dar I T ——t—t—t—t—t—1TTTTT
Foranatay | ! | i | | {
4 | Duns fossh B B D e R e +— ”,121r‘ ”'l‘ *!113 T
¢ Dnne Porutanges — Y 1 ettt
& Dena bcimstar i Poriianen e B + * S e o r~—r— ‘i_ll..,viraf —
e —t- - gy
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REVIU DANA OTSUS DAN DTI

Dinas Bina Marga Memberikan keyakinan terbatas Laporan Realisasi |April, Juli, |7 |7 7 861,840,000.00 |57 Laptop, |Tinggi

- - 3 genai keandalan dan keabsahan Oktober
Dians Cipta Karya laporan realisasi penyerapan dana
capaian output kegiatan Dana

Otonomi Khusus sesuai dengan

Penyerapan Dana
dan Capaian
Output Dana
Otonomi Khusus

ATK,
printer

Dinas Pendidikan

ketentuan yang berlaku

W

Dinas Ketah Pangan

s

Dinas Kearsipan dan

w

Perpustakaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan

Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas Perhubungan

Dinas Sosial

Dinas Keseh

Dinas T; 1 Pangan

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan
Dinas Kelautan dan Perikanan

Sekretariat MRP

Dinas Pariwisata

Biro Administrasi Pelaksanaan

Otonomi Khusus
Dinas Perindustrian dan

18

Perdagangan
Biro Kesejahteraan Rakyat

19

Dinas Koperasi dan UKM

EVALUASI IMPLEMENTASI

Seluruh OPD

SAKIP OPD
Melakukan evaluasi atas LKjIP OPD

Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah Tahun

2021

Juni

10

w

247,000,000.00

48

Laptop,
ATK,
printer

Sedang




| T w . Jadwal JUMLAH HP JUMLAHSDM  [Um Jumlah | 7T Tingkat
#r/e H Area Pengawasan P Tujuan/Sasaran Ruang Lingkup 12-.”-:- 1H—¢W.__A—=_;— KT #\»4 P 4{1.__A—=-_t.q_ AT 4MS Jumiah Anggaran r-ﬂe..- Prasaran| Risiko | KCt€rangan
| 2) _ 3 4 () (6) 5 (8 9) (10) 9) (10) an
| T [T T T T T 11
M REVIU LKjIP PROVINSI
| 'Pemenntah Provinst Papua Barat Melakukan cvaluas atas LKjIP Laporan Kinerja Februari |15/ 15 | 15| 30 |30 | 1 1 1 8 1 59.850.000.00 1 Laptop. | Sedang
i |Pemprov Papua Barat Instansi ATK,
Pemerintah printer
Pemerintah
Provins: Papua
Barat Tahun 2021
C N EVALUASIHIMPLEMENTASI SAKIP KAB'KOTA
Nahupaten Maybem Melakukan cvaluasi atas LKjIP Laporan Kinerja Juli [ -J7T 771 -] 113 % 24443200000 4  |Laptop. | Sedang
Kahupaten kota Instansi ATK,
Pemerintah Tahun printer
2021
Kabupaten Rage Ampa
Nabupaten Telud Bmtum
Nabupaten Sorong Scistan
O REVIL LPPD PROVINSI
Pomemiah Provins: Papu: Baral Woies akan revis atas |PPD LPPD Pemprov Maret [21] 21 (2121 [21] 1] - é T[4 1] 27930000 _5% 1 LHP |Laptop, | Sedang
Pemenmzh Provins: Papua Barat Papua barat | ATK,
Tahun 2021 | | printer
| 1
P PROBITY AUDIT L !
|¢ Pakct Pomgaduar Pokcsan | Wicmashar bahwe pengadaan barang| Tshap Oktober |7 7 17 [ sl v T[] 3T 107 1463000000010 LHP Laptop, | Tinggi
pacz OPD du juse teleh didaksanakan dengan Perencanaan, | - { ..Q..F
Lonuisicr sesum dengan peraturan Pemilihan _ *. _ ~ , printer
perundung -undangan vang berlaku Penvedia. { { i I |
Pelaksanaan _ _ _ ||
Kontrak den | b ,m | || |
i Cantne | | L A S -
P 1 | T T 1 1 i
Q PENILAIAN MANDIRI REFORMAS BIROKRAS -
[ Sclursh komponcn pamtman | Mclsluen venfikes dsn pondsian | PMPRB OPD daw (77 (7wl s 0] 2660000000 vdok jLapop. | Sedang
{PMPRB mandin reformes: wrokras: | T aan 2021 | (| l | . _ 7 | AT
| L b b I [printer




Jadwal JUMLAH HP JUMLAHSDM _ [JM Jumlah | T0TT
No Area Pengawasan Tujuan/Sasaran Ruang Lingkup | Pelaksanaa WK WK L [Jumlah Anggaran | Lapora das u.:..w._ﬁn Keterangan
PJ DL | KT |AT|PJ DL |KT| AT Prasaran| Risiko
n PJ PJ TIM n N
4)) (2) 3) “) (5) (6) [0} (8) 9 (10) 9 (10) an
R _|VERIFIKASI LHKPN
I |LHKPN Pemerintah Provinsi Memantau kepatuhan pelaksanaan Data Wajib Lapor | Januari- 1 - 1 dok |Laptop, | Sedang
Papua Barat LHKPN Pemprov Papua Desember ATK,
Barat printer
S |VERIIFIKASI PELAORAN RENCANA AKSI DAERAH, PENCEGAHAN, DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
I |Rencana aksi kinerja daerah Memantau Pelaksanaan Rencana aksi |Laporan Maret, Juni, [ S| 5 |0 | 7 [ 7|1 | 1 [O]|1}3 1 28,880,000.00 [ 1 dok |Laptop, | Sedang
pencegahan dan pember kinerja Pencegahan dan Penanganan |pelaksanaan September, ATK,
korupsi Pemprov Papua Barat  |tindak pidana korupsi Renaksi Instansi | Desember printer
(STRANAS) Pemprov Papua
Rarat
2 [Renaksi daerah pencegahan dan |M Pelak Renaksi Laporan Maret, Juni, [S| 5 |0 | 7 (7|1 1 |0O0}| 1|3 1 28,880,000.00 | 1dok |Laptop, | Sedang
pemberantasan korupsi Pemprov |Pencegahan dan P ganan tindak  |pelaksanaan September, ATK,
Papua Barat (MCP) pidana korupsi Renaksi Instansi Desember printer
Pemprov Papua
T [PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH (KAB/KOTA)
I |Kabupaten Maybrat Memperoleh keyakinan terhadap Aspek Juni 1000 (101010 1[0 |1 |1]| 4] 4 780,688,000.00 | 4 LHP |Laptop, Tinggi
capaian RPJMD Kesejahteraan ATK,
Masyarakat, printer
Aspek Daya
Saing Daerah,
Aspek Pelayanan
Umum
2 |Kabupaten Tambrauw Maret
3 |Kabupaten Sorong Juni
4 |Kota Sorong Mei
U |EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EKPPD) KAB/KOTA
| |Kabupaten/Kota se-Provinsi Melakukan evaluasi LPPD pemerintah |LPPD Mei 510 (S |5 |5f{1|o0|1]1]2]13 561.658,000.00 | 13 LHP |Laptop, | Sedang
Papua Barat kabupaten/kota Kabupaten/Kota ATK,
se-Provinsi Papua printer
Barat
V_|[MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK, BPKP DAN INSPEKTORAT
I |Pendampingan BPK RI, Mengkoordinasikan Hal-hal yang OPD Pemprov Januari, 15( - - 130 (301 - -1 4] 4 915,800,000.00 | 20 Dok |Laptop, | Sedang
Pemeriksaan LKPD, Kinerja menyangkut pemeriksaan ke OPD Maret >dn.
Lingkup Pemerintah Provinsi printer
2 |Pendampingan Irjen Mengkoordinasikan Hal-hal yang OPD Pemprov  |Mei, 15 - | -[30[30[1]-|-|1]4]4
menyangkut pemeriksaan ke OPD Oktober
Lingkup Pemerintah Provinsi




Jadwal hilt o2 LS JUMLAH SDM___{yme Jumish | 527" | Tingkat
No Area Pengawasan Tujuan/Sasaran Ruang Lingkup |, 0 o an Py i_n_crﬁ KT —).—. - il_vr—_ﬁ._ AT | TIM Jumlah Anggaran Laporan dan Risiko Keterangan
PJ PJ Prasarana
(1) (2) 3 @) (&) (6) (@) (8) (€] (10) 9 (10) an
3 |Pendampingan BPKP Menghoordinasikan Hal-hal yang ~ |OPD Pemprov Mei, Oktober | 14| - - 25251 - - 1 4 4
menyangkut pemenksaan ke OPD
,f:mr:ﬂ PemProv
4 |Tindak Lanjut Pemenksaan |Penvelesaan Temuan OPD Pemprov Januan /d 7| - - 120 (20f1 - - 1 4 16
(BPK.Inen.BPKP) | Desember
|
5 |Tindak lanjut Pemenksaan |Penvelesaian Temuan OPD Pemprov Januan s/d T4 - - 14 |14 |1 - - 1 4 16
(Inspektorat) W Desember

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN
Salinan yang sah sesuai asli

NIP.19770501 200412 1 001
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